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The research showed that the sharia banking still used the Law by District Court as an alternative 
of the settlement for the Sharia banking disputes because the legal counseling about the forum of 
settlement for the sharia banking disputes was not effective yet as stipulated in Article 55 
Paragraph (1) of the Law No. 21/ 2008 regarding Sharia Banking in conjunction to Article 49 of 
the Law No. 3/ 2006 regarding the Religious Jurisdiction which states that it assertively gives the 
absolute authority to the Religious Jurisdiction to receive and settle the sharia economic disputes 
including the sharia banking disputes; there is a factor of the readiness of the Religious 
Jurisdiction to settle the sharia banking disputes;the next factor was that the judge of the District 
Court did not refuse the lawsuit addressed to him even though it was obvious that the absolute 
authority is possessed by the Religious Jurisdiction; another factor was that there was lack of 
trust from the customers of sharia banks to the Religious Jurisdiction; because the Religious 
Jurisdiction was so far considered to only settle the divorce cases. Furthermore, the results also 
showed that the judge viewed that these provisions are contrary to Article 28D Paragraph (1) of 
the 1945 Constitution explaining that every person shall have the right of recognition, guarantees, 
protection and certainty before a just law, and of equal treatment before the law. The settlement 
for the sharia banking disputes in accordance with the contract contents after the Constitutional 
Court Verdict No. 93/PUU-X/2012 tend to have changed the clausal forum for the dispute 
settlement, which previously referred to the District Court, now it refers to the Religious 
Jurisdiction and Basyarnas (National Sharia Arbitration Agency). It can be seen in the contracts 
made at some Sharia Banks in Indonesia, such as Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank 
Muamalat Syariah, Bank Sumut Syariah, and Bank BTN Syariah.  
 




A. Latar belakang 
Mengingat transaksi (akad) yang dilakukan perbankan syariah adalah berlandaskan 
kepada syariat Islam, sehingga ketika terjadi sengketa (dispute), maka lembaga peradilan 
agama sudah pada tempat diberi kepercayaan berupa kewenangan mutlak (absolute) untuk 
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya dilakukan oleh orang-orang yang 
beragama Islam dan/atau mereka para pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan 
hukum Islam. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada 
prinsipnya merupakan payung hukum lembaga perbankan syariah di dalam menentukan cara 
penyelesaian sengketa perbankan syariah, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh 
karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan 
Negeri masih digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa Bank Syari’ah, alasan 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUU-X/2012 membatalkan ketentuan 
penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, 
Bagaimana penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah sesuai isi akad pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti 
dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:: 
1. Mengapa Pengadilan Negeri masih digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
Bank Syari’ah? 




2. Mengapa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUU-X/2012 membatalkan 
ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari’ah? 
3. Bagaimana penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah sesuai isi akad pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan sebelumnya, tujuan 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan bank syari’ah masih menggunakan Pengadilan 
Negeri untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syari’ah. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan No 93/PUU-X/2012 yang membatalkan 
ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari’ah. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dalam 
praktek pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara 
praktis, masing-masing sebagai berikut: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan dan bahan kajian bagi para akademisi maupun 
masyarakat umum, serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah khazanah ilmu 
hukum secara umum dan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah khusus 
di Indonesia. 
2. Secara praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak sebagai berikut: 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi, 
praktisi dan perbankan dan juga masyarakat sebagai bahan masukan ataupun rujukan dalam 
meyelesaikan sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank. 
 
II. KERANGKA TEORI 
Secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini 
adalah teori kepastian hukum. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu 
pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 
boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari 
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu 
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 
Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya 
konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim lainnya 
untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.1 
Asas kepastian hukum menghendaki agar harapan-harapan yang wajar hendaknya 
dihormati, khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, 
bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan, dan bahwa peraturan tidak boleh 
diberlakukan tanpa alasan mendesak.2 Teori ini digunakan untuk menganalisis antara substansi 
pasal-pasal dalam Undang-undang Perbankan syariah yang dianggap kontradiktif antara satu pasal 
dengan pasal lainnya. 
Teori selanjutnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah teori 
mashlahah.Mashlahah dalam bahasa arab disebut al-mashlahah, artinya manfaat atau suatu 
pekerjaan yang mengandung manfaat.3 Mashlahah dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu 
:4 
a. Mashlahah berdasarkan kepentingan; 
b. Berdasarkan kandungan mashlahah; 
c. Mashlahah berdasarkan segi perubahan mashlahah; 
d. Mashlahah menurut syarak. 
                                                          
1 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), 
hlm.158. 
2Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, (Medan: UHN 
Press, 2008), hlm.90. 
3Hasballah dan Zamakhsyari, Tafsir Tematik V, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), hlm. 36  
4Ibid, hlm. 38-42. 




Dari 4 (empat) jenis mashlahah di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah 
mashlahah berdasarkan kepentingan. Mashlahah kepentingan dapat dibagi menjadi beberapa, 
yaitu:5 
a. Al-mashlahah al-dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berkaitan dengan kebutuhan 
pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. 
b. Al-mashlahah al hajiyah, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam 
menyempurnakan kemashlahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk 
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. 
c. Al-mashlahah al-tahsiniyyah, yaitu kemashlahatan sifatnya pelengkap berupa 
keleluasaan yang melengkapi kemashlahatan sebelumnya. 
Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehinga seorang muslim dapat menentukan 
prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan.6 Sehubungan dengan tujuan pokok Islam adalah 
untuk mewujudkan kemashlahatan. Peranan mashlahat dalam menetapkan hukum sangatlah 
dominan dan menentukan, sebab Al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat 
memerhatikan prinsip kemaslahatan.7 
Sejarah hukum Islam al-mashlahat al-murshalah atau istilah dikenal dengan sebagai 
salah satu dari hasil ijtihad melalui al-ra’yu (akal) manusia.8 Menurut pendapat Imam Malik atau 
Malik bin Anas yang terkenal dengan Mazhab Maliki. Teori hukumnya dinamakan al-mashlahah 
al-mursalah yang dapat diterjemahkan “untuk kepentingan umum”. Menurut Imam Malik 
kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syari’ah, dengan tiga 
syarat yaitu (1) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan 
dengan ibadat, (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras (in harmony with) 
dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah itu sendiri, 
(3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial 
(diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. 9 
 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah 
Masih Diselesaikan di Pengadilan Negeri 
Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim 
selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk 
mengetahui substansinya hal ikhwal yang senantiasa ada yang menyertai substansi perkara 
tersebut. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya 
sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal 
memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya pada perkara perbankan syariah, ada beberapa hal 
penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses persidangan dimulai. Adapun hal-hal 
penting yang harus dilakukan yaitu:10 
1. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung 
klausul arbitrase; 
2. Mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para 
pihak; 
Pada kenyataannya, meskipun pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah telah 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi masih saja ada penyelesaian sengketa 
perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Salah satu contoh kasus sengketa yang 
masih menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa syariah adalah perkara 
antara CV. Makmur Rezeki dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan 
Ringroad.11 
CV Makmur Rezeki merupakan nasabah dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ringroad, 
yang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam gugatannya CV Makmur 
Rezeki dengan itikad baik akan melakukan prestasi (berupa pembayaran kredit) sebagaimana yang 
                                                          
5Ibid, hlm.38-39. 
6Ibid, hlm.39. 
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10 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah 
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 132. 
11Lihat Akta Perdamaian Nomor 616/Pdt. G/2014/PN.Mdn. 




telah disepakati di dalam akad, serta meminta untuk tidak melakukan eksekusi lelang hak 
tanggungan terhadap semua jaminan dari CV Makmur Rezeki.  
Jika dilihat dalam Pasal 16 mengenai Penyelesaian Perselisihan dalam akad Pembiayaan 
Al-Musyarakah yang telah disepakati antara kedua belah pihak tanggal 25 Maret 2013, menetapkan 
bahwa:  
“apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau 
terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha 
menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, apabila usaha menyelesaikan 
perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan 
keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk 
menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri Medan untuk 
memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di 
pengadilan tersebut.” 
 
Dari ketentuan tersebut diatas, bahwa penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak 
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan, padahal jika mengacu pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi No 93/PUU-X/2012 maka seharusnya penyelesaian sengketa syariah adalah 
kewenangan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masih 
adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah 
sebaagi berikut: 
 
1. Faktor adanya Choice of Forum 
Faktor Choice of Forum adalah adanya ketentuan penyelesaian sengketa yang tertera di 
dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak yaitu nasabah dengan bank. Salah satu contoh 
adalah akad yang telah di sepakati antara CV Makmur Rezeki dengan Bank Syariah Mandiri Cabang 
Ringroad.  
Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak telah memilih Pengadilan Negeri untuk 
menyelesaikan perselisihan dikemudian hari yang dituangkan dalam perjanjian (akad). Pada 
dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan iktikad baik. Dalam 
hal ini kontrak (disebut juga akad atau perjanjian) yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah 
satu pihak dengan qabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar’i dan 
menimbulkan akibat pada obyeknya. 
Dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan 
pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian.Persengketaan tersebut 
harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak Lembaga Keuangan 
Syariah maupun nasabah.Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari’ah yang terjadi di 
Lembaga Keuangan Syariah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non 
Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi 
peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari’ah (Sumitro, 2004).12 
Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa, “semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Selanjutnya, dalam ayat (2) lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik 
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad 
baik.13 Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum yang 
berlaku di Indonesia menganut sistem “terbuka”. Keberadaan choice of Forum tersebutsangat 
berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan 
syariah akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad 
atau kontrak menetapkan penyelesaian perkara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, 
maka kompetensi yang dimiliki oleh Peradilan Agama hanya sebatas kompetensi secara tekstual 
sebagaimana diberikan oleh undang undang, tetapi dalam praktik tidak secara optimal berfungsi, 
karena harus berbagi dengan Pengadilan Negeri, khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan 
diselesaikan di Pengadilan Negeri. 
 
2. Faktor hakim tidak boleh menolak perkara 
Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim 
menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 
untuk mengadili. Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 
memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang 
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Pasar Modal Syariah di Indonesia), Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 30. 
13Lihat Pasal 1338 ayat (1), (2), dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 




pengadilan dalam hal dan menuntut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim memiliki 
kedudukan dan peranan yang penting demitegaknya Negara hukum. Oleh karena itu, terdapat 
beberapa nilai yangdianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalammenjalankan 
tugasnya. Nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitasdari sesuatu yang bermanfaat bagi 
kehidupan manusia, baik lahirmaupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan alasan atau motivasi 
dalambersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai 
berikut:14 
a. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Di sini 
terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan. 
b. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin darikewajiban hakim untuk menyelenggarakan 
peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan agar keadilan tersebut dapat dijangkau 
semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan 
wajib menghormati asas praduga tak bersalah.  
c. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal 
kepada sesama, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim tidak 
boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan 
hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia 
wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Nilai ini juga disebut niai 
keterbukaan.  
d. Hakim menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak 
dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya dari tiga orang 
hakim. Sebelum mejatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara 
tertutup.  
e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara 
vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan 
pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan kepada manusia, baik kepada 
lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan 
pertanggungjawaban horizontal. Pasal 25 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman menyebutkan 
bahwa :“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan 
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau 
sumber sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili”.15 
Oleh karena itu Pengadilan Negeri juga tidak dapat menolak perkara yang diajukan 
kepadanya termasuk sengketa perbankan syariah.Apabila hakim menolak perkara yang diajukan 
kepadanya maka hakim dianggap mengingkari rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan. Hakim 
sebagai salah satu perangkat pengadilan ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yang 
sebenarnya antara kedua belah pihak yang bersengketa, yang sekaligus melakukan konkretisasi 
hukum terhadap perkara-perkara yang belum ada hukumnya.16 
Akan tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang 
membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2), maka tidak ada lagi alasan bagi Pengadilan Negeri untuk 
menerima gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan dengan sengketa perbankan 
syariah, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kewenangan mengadili perbankan 
syariah telah dilimpahkan kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, yang berhak mengadili 
sengketa syariah adalah Pengadilan Agama saja, maka setelah keluarnya putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perbankan 
syariah, oleh karena itu hakim Pengadilan Negeri seharusnya menolak gugatan yang diajukan 
kepadanya apabila gugatan tersebut merupakan sengketa perbankan syariah. 
 
3. Faktor kurangnya Sosialisasi Hukum 
Faktor ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dianggap perlu 
dilakukan sosialisasi hukum secara terus menerus oleh badan legislatif.Secara yuridis, 
pencantuman Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengingat 
keberadaannya telah ditampung dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 
yang secara tegas memberikankewenangan kepada Peradilan Agama untuk menerima dan 
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah termasuk di dalamnya Perbankan Syari’ah. Hal tersebut 
diperkuat dan dipertegas kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 
                                                          
14 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, (Pradnya 
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15Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman . 
16Wawancara dengan Bapak Abdul Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama, tanggal 15 Oktober 
2015, pukul 10.00 Wib. 




syari’ah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang membatalkan 
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Sosialisasi tersebut 
khususnya ditujukan kepada pihak bank syariah dan para notaris yang biasanya menentukan 
substansi dari perjanjian perbankan syariah, karena pada dasarnya akad (perjanjian) yang dibuat 
oleh pihak bank dengan nasabah merupakan perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh pihak 
bank tersebut. Oleh karena itu yang menentukan pilihan hukum terhadap penyelesaian sengketa 
adalah pihak bank syariah sendiri. 
 
B. Pembatalan Ketentuan Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 93/Puu-X/2012 
Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai 
kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2), 
Pasal 24C dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat(1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 Undang-
Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan MK adalah:17 
1. Merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman; 
2. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan 
3. Sebagai penegak hukum dan keadilan 
Selain untuk mengawal konstitusi, MK juga mempunyai wewenang menangani perkara-
perkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan 
ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:18 
1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945; 
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara; 
3. Memutus pembubaran partai politik; 
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; 
5. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden (impeachment). 
Pelaksanaaan kewenangan konstitusional MK untuk pengujian undang-undang terhadap 
UUD 1945 secara rinci adalah sebagai berikut:19 
1. Diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah 
Konstitusi dan telah dilengkapi dengan PMK No. 06/PMK/2005; 
2. Subjek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah: perorangan WNI, termasuk 
kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; kesatuan masyarakat hukum 
adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang; badan hukum public atau privat; 
lembaga Negara yang mengaggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; 
3. Objek permohonan adalah konstitusionalitas sebuah Undang-Undang yang meliputi 
pengujian secara formil, yaitu pengujian mengenai apakah pembentukan dan bentuk 
Undang-Undang sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, dan pengujian secara 
materiil, yaitu pengujian mengenai apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 
bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945; 
4. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun usia MK telah dilakukan pengujian tidak kurang 
dari 65 Undang-Undang, dengan putusan ada yang dikabulkan seluruhnya, 
dikabulkan sebagian, tidak diterima, dan ada yang ditolak. 
Jika dikaitkan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui: 
a) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan 
peradilan agama; 
b) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad; 
c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan 
prinsip syariah;  
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Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa, yang dimaksud 
dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad adalah adanya upaya, musyawarah, 
mediasi, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan 
juga melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 
Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya tersebut menunjukkan bahwa telah 
terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan 
syariah.Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam 
menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata, 
ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu direduksi oleh perangkat hukum lain, Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang Perbankan Syariah yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan 
penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Dengan 
dimasukkannya Pengadilan Negeri/ Umum dan lembaga ekstra judicial (Basyarnas) dalam 
Penjelasan Pasal 55 ayat (2), maka penyelesaian sengketa perbankan syari’ah secara operasional 
ada tiga lembaga, yakni peradilan agama, peradilan negeri/ umum, dan Basyarnas. Hal inilah yang 
menyebabkan adanya kontroversi penyelesaian sengketa antara Pengadilan Agama dengan 
Pengadilan Negeri. 
Hakim Mahmakah Konstitusi dalam Putusan No 93/PUU-X/2012 membatalkan 
penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang 
mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Alasannya yaitu karena 
adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam penjelasan tersebut, sehingga 
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam 
perbankan syariah. 
Mahkamah konstitusi menilai bahwa forum hukum yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 
ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret memunculkan ketidakpastian 
hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan unit usaha syariah (UUS). Adanya 
pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah itu pada akhirnya akan menyebabkan adanya 
tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, jika dibandingkan dalam ketentuan Pasal 49 huruf i 
UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan 
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi 
syariah. Sehingga dapat dilihat dari latar belakang pembatalan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 
No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah karena: 
1. Adanya inkosistensi dalam pengaturan penyelesaian  
Inkonsistensi tercermin dari ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) di dalam 
Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehinggaadanya tumpang 
tindih kewenangan absolute dari 2 (dua) lembaga peradilan, yaitu pengadilan agama dan 
pengadilan negeri.  
2. Timbulnya ketidakpastian hukum 
Pengaturan yang saling tumpang tindih antara pengadilan agama dan pengadilan negeri 
membuat terjadinya ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan 
syariah.Ketidakkonsistenan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 
tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para nasabah dari bank syariah 
untuk menyelesaikan sengketanya. 
3. Hilangnya hak konstitusional nasabah 
Ketentuan penjelasan Pasal 55 tersebut mengakibatkan nasabah tidak mendapatkan 
kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketanya dengan bank syariah, hal tersebut 
melanggar hak konstitusional seseorang, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. 
Sebagaimana teori kepastian hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi 
manusia. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat 
ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada 
dasarnya tidak boleh menyimpang fiat justitia et pereat mundus. Hukum bertugas menciptakan 
kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.20 Ronald Dworkin 
mengemukakan bahwa: “Law as it is written in the books and law as it is decided by the judge 
through judicial process (hukum adalah apa yang tertulis di dalam buku maupun yang diputuskan 
oleh hakim melalui proses pengadilan)”.21 Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan ketentuan 
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Penjelasan Pasal 55 ayat (2) maka terjadi dualisme lembaga litigasi penyelesaian ekonomi syariah, 
disatu sisi diberikan mutlak kepada pengadilan agama (Pasal 55 ayat (1) Undang-undang 
Perbankan Syariah), akan tetapi di sisi lain di buka ketentuan penyelesaian di pengadilan umum 
(Pasal 55 ayat (2)). Hasil analisis yuridis bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama.  
Dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 ayat (2) tersebut dinilai bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu apabila 
akad (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Undang-Undang maka 
akibatnya adalah batal demi hukum. Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah telah sesuai 
dengan latar belakang dari pemberlakukan asas kepastian hukum yakni dengan mengeluarkan 
peraturan, kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin. Masyarakat mengetahui apa yang 
harus mereka taati dalam hubungan hukum antara mereka dan apa yang boleh mereka harapkan 
dari pemerintah. 22 
Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah dalam membatalkan penjelasan Pasal 55 
ayat (2) UU Perbankan Syari’ah telah menutup ruang adanya persoalan konstitusionalitas yang 
pada akhirnya dapat menjamin kepastian hukum yang dapat meminimalisir kerugian bukan hanya 
bagi nasabah tetapi juga pihak unit usaha syariah.  
 
C. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 
Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa 
norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat 
(1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan 
syariah itu sendiri, hal ini akan dijabarkan beberapa analisa, yaitu: 
1. Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah 
nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi 
juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan 
untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan 
sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang lain (baca : Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan 
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa 
ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan 
bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28D ayat 
(1) Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi 
kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai 
prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah 
dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing 
pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan 
ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di 
lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama 
belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh 
sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama. 
3. Secara sistematis pilihan forum hukum sesuai dengan akad adalah pilihan kedua jika para pihak 
tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian pilihan 
forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di 
dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat memilih salah satu forum hukum dalam 
penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketanya melalui 
Peradilan Agama, karena akad (perjanjian) merupakan Undang-Undang bagi mereka yang 
membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (asas pacta sunt servanda), 
namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-
Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang 
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mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu kejelasan dalam penyusunan 
perjanjian merupakan suatu keharusan.  
Dari penjelasan tersebut di atas, walaupun Mahkamah Konstitusi tidak mengadili perkara 
secara konkrit dan hanya menilai muatan materi atau norma yang dikandung suatu Undang-
Undang bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi, namun ada beberapa konklusi hukum yang 
bisa ditarik dari putusan tersebut : 
1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah. 
2. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan 
nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (choice of forum) jika para pihak tidak 
bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melaui Pengadilan Agama, namun hal tersebut 
harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan 
forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Jadi pencantuman forum hukum yang 
dipilih oleh para pihak dalam akad (perjanjian) menjadi suatu keharusan. 
3. Walaupun para pihak dalam membuat akad (perjanjian) mempunyai asas kebebasan 
berkontrak (freedom of making contract) dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang 
membuatnya (asas pacta sunt servanda), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan 
Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi 
suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri 
mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.  
4. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak boleh memperjanjikan 
lain akibat terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan 
(kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa 
namun secara non litigasi para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian 
sengketa (settlement dispute option), termasuk menyelesaikan sengketanya melalui Badan 
Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat final dan binding.  
5. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan 
penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non 
litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi 
lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, 
pendapat atau penilaian ahli.23 
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pada prinsipnya penyelesaian sengketa 
perbankan syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 
merupakan kewenangan mutlak Peradilan Agama.24 Oleh karena itu, yang berhak mengadili 
sengketa syariah pada lingkungan peradilan hanya Peradilan Agama saja, meskipun dalam isi akad 
para pihak memiliki kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian 
tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
Berdasarkan data yang diambil dari beberapa akad perbankan syariah menunjukkan 
bahwa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012, akad pembiayaan di bank 
syariah di Indonesia cenderung sudah mengubah klausul forum penyelesaian sengketanya, yang 
dahulunya menunjukkan Pengadilan Negeri, sekarang ini sudah menunjuk pada Pengadilan Agama 
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Ketentuan dalam Akad 
1
. 
Bank Mandiri Syariah Pengadilan Negeri Pasal 15 ayat (2) tentang Penyelesaian 
Perselisihan yang menerangkan 
bahwa, apabila usaha menyelesaikan 
perbedaan pendapat atau perselisihan 
melalui musyawarah untuk mufakat 
tidak menghasilkan keputusan yang 
baik disepakati oleh kedua belah 
pihak, maka dengan ini nasabah dan 
bank sepakat untuk menunjuk dan 
menetapkan serta memberi kuasa 
kepada Pengadilan Negeri (PN) untuk 
memberkan putusannya, menurut tata 
cara dan prosedur yang ditetapkan 




Bank Muamalat Pengadilan Agama Pasal 21 menentukan bahwa dalam hal 
musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai, maka para pihak  sepakat, 
dan dengan ini berjanji serta 
mengikatkan diri satu terhadap yang 




Bank BRI Syariah Basyarnas Ketentuan huruf I tentang Hukum 
yang berlaku dan Penyelesaian 
sengketa, dalam ayat (2) disebutkan 
bahwa apabila perbedaan, kontroversi 
dan/atau perselisihan tidak dapat 
diselesaikan secara musyawarah, maka 
kedua belah pihak sepakat untuk 
menyelesaikannya melalui jalan 
hukum dan memilih domisili secara 




Bank BTN Syariah Pengadilan Agama Pasal 22 ayat (2) yang 
menerangkan bahwa: bilamana 
musyawarah tidak menghasilkan kata 
sepakat mengenai penyelesaian 
perselisihan, maka semua sengketa 
yang timbul dari akad ini akan 




Bank Sumut Syariah Pengadilan Negeri Pasal 18 ayat (2) tentang 
Penyelesaian Perselisihan yang 
menerangkan bahwa: apabila 
musyawarah untuk mufakat telah 
diupayakan namun perbedaan 
pendapat atau penafsiran, perselisihan 
atau snegketa tidak dapat diselesaikan 
oleh kedua belah pihak, maka para 
pihak bersepakat dan dengan ini 
berjanji serta mengikatkan diri untuk 
menyelesaikannya melalui pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Agama di 
Medan. 
Sumber: Diolah dari beberapa akad pada Bank Syariah Mandiri, Bank BTN Syariah, Bank 
Sumut Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia. 
 
Penelitian ini mengambil data dari 5 bank syariah, untuk mengetahui penyelesaian 
perselisihan sengketa bank syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012. 
Adapun kelima bank ini terdiri dari 3 (tiga) bank umum syariah dan 2 (dua) unit usaha syariah. 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan bank syari’ah menggunakan Pengadilan Negeri sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa syariah adalah karena adanya beberapa faktor yang 




melatarbelakangi. Pertama, faktor belum efektifnya sosialisasi hukum tentang forum 
penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menerima 
dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah termasuk di dalamnya sengketa perbankan 
syari’ah. Kedua, faktor kesiapan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan 
syariah. Ketiga, faktor hakim Pengadilan Negeri tidak menolak gugatan yang diajukan 
kepadanya, padahal sudah jelas bahwa kompetensi absolute ada di Pengadilan Agama. 
Keempat, faktor kurangnya kepercayaan nasabah bank syariah kepada Pengadilan Agama, 
karena selama ini dianggap Pengadilan Agama hanya menyelesaikan masalah perceraian saja. 
2. Alasan Mahkamah Konstutisi melalui Putusan No 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan 
Pasal 55 ayat (2) dapat dilihat dari legal reasoning hakim dalam putusannya, yaitu Penjelasan 
Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret memunculkan 
ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah perbankan syariah 
berpotensi menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili antara 
Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama yang pada akhirnya menimbulkan 
ketidakpastian hukum; selain itu hakim melihat bahwa ketentuan tersebut bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
3. Penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi akad pasca putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 93/PUU-X/2012 cenderung sudah mengubah klausul forum penyelesaian sengketanya, 
yang dahulunya menunjukkan Pengadilan Negeri, sekarang ini sudah menunjuk pada 
Pengadilan Agama dan Badan Penyelesaian Arbitrase Syari’ah (Basyarnas). Hal tersebut dapat 
dilihat berdasarkan akad pada beberapa bank syariah yang ada di Indonesia, seperti: Bank 





1. Perlu adanya sosialisasi hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah 
yang dianggap perlu untuk disosialisasikan secara terus menerus oleh badan legislatif. 
Sosialisasi tersebut khususnya ditujukan kepada pihak bank syariah dan para notaris yang 
biasanya menentukan substansi dari perjanjian perbankan syariah, karena pada dasarnya akad 
(perjanjian) yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah merupakan perjanjian baku yang 
telah dipersiapkan oleh pihak bank tersebut. Oleh karena itu yang menentukan pilihan hukum 
terhadap penyelesaian sengketa adalah pihak bank syariah sendiri. 
2. Perlunya meningkatkan kualitas hakim Pengadilan Agama melalui berbagai pelatihan ekonomi 
syariah, mengingat pelimpahan wewenang penyelesaian perbankan syariah saat ini diberikan 
kepada Pengadilan Agama. 
3. Kepada Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima perkara sengketa perbankan syariah, 
mengingat wewenang penyelesaian sengketa syariah telah diberikan kepada Pengadilan Agama 
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